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ABSTRAK

Kota Surabaya tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pengangguran
tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2022. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan Program Padat Karya sebagai
strategi pengentasan pengangguran dan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi
Program Padat Karya, khususnya di Kampung Batik Kelurahan Gundih,
menggunakan model implementasi kebijakan David C. Korten yang mencakup
aspek program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Metode penelitian
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa program telah berjalan dengan perencanaan dan struktur organisasi yang
jelas serta menyasar kelompok masyarakat miskin secara tepat. Namun,
pelaksanaan program masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan
anggaran dan kurangnya akses pasar bagi produk batik yang dihasilkan. Temuan
ini mengindikasikan pentingnya sinergi antara pelatihan keterampilan, penguatan
pemasaran, dan dukungan kelembagaan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan
dalam pengentasan pengangguran.

ABSTRACT

Surabaya is recorded as one of the regions with the highest unemployment rates
in East Java Province in 2022. To address this issue, the Surabaya City
Government implemented the Labor-Intensive Program (Program Padat Karya) as
a strategy to reduce unemployment and poverty through community
empowerment. This study aims to analyze the effectiveness of the program’s
implementation, particularly in the Batik Village (Kampung Batik) of Gundih
Subdistrict, using David C. Korten’s policy implementation model, which
includes program, implementing organization, and target group dimensions. A
descriptive qualitative method was employed, with data collected through
interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the
program has been implemented with clear planning, organizational structure, and
accurate targeting of low-income communities. However, challenges remain,
particularly regarding budget limitations and inadequate market access for the
batik products produced. These results highlight the importance of integrating
skill training, marketing support, and institutional coordination to ensure
sustainable outcomes in addressing unemployment.
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Pendahuluan

Tingginya angka pengangguran merupakan salah satu tantangan utama yang
dihadapi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk
mencapai 278,68 juta jiwa (Alharis & Yuniasih, 2022). Ketidakseimbangan antara
jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan menciptakan tekanan
besar terhadap perekonomian, terutama di wilayah perkotaan (Sembiring &
Sasongko, 2019; Hikmah et al., 2021). Pengangguran terjadi ketika seseorang yang
termasuk dalam angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan, sering kali akibat
pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja
aktif (Marlini Septi, 2020; Anggoro & Soesatyo, 2015; Sarbaini, et al., 2022). Masalah
ini telah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia, yang kemudian mendorong
berbagai upaya penanggulangan melalui program dan kebijakan strategis, termasuk
melalui amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Papilaya, 2020).

Surabaya, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah
Jakarta, tidak luput dari problematika ini. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa
Timur, tingkat pengangguran di Surabaya tercatat sebesar 7,62 persen pada tahun
2022, menempatkannya di peringkat keenam dari sepuluh besar wilayah dengan
pengangguran tertinggi di provinsi tersebut (Berita Resmi Statistik, 2022). Kondisi
ini mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk merancang kebijakan
penanggulangan pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat, salah satunya
melalui implementasi Program Padat Karya. Program ini dirancang untuk
menciptakan lapangan kerja sementara dengan memanfaatkan aset milik
pemerintah kota, serta memberdayakan warga dari keluarga miskin dan
pengangguran yang belum terserap ke dunia kerja formal.

Program Padat Karya di Surabaya dijalankan berdasarkan Peraturan Walikota
Nomor 83 Tahun 2023, yang bertujuan meningkatkan akses kelompok miskin
terhadap pelayanan dasar melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan swakelola (Aqila et al.,2023). Inisiatif ini mencakup beragam bentuk
kegiatan produktif, seperti pengelolaan kafe, sentra menjahit, laundry, rumah
maggot, pertanian urban, hingga revitalisasi kawasan permukiman. Salah satu
contoh konkret dari implementasi program ini dapat dilihat di Kelurahan Gundih,
Kecamatan Bubutan, melalui pendirian Kampung Batik "Tin Gundih", yang secara
resmi diluncurkan pada 24 Juni 2022. Kampung Batik tersebut bukan hanya menjadi
pusat produksi, tetapi juga simbol keterlibatan masyarakat dalam pengembangan
ekonomi berbasis budaya.

Namun demikian, meskipun telah diinisiasi, tingkat pengangguran di
Kelurahan Gundih masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak
serta-merta menjamin penurunan angka pengangguran secara drastis tanpa
dukungan strategi implementasi yang efektif dan terukur. Oleh sebab itu, penting
untuk menelaah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan di tingkat
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lokal, termasuk sejauh mana program dirancang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, kapasitas organisasi pelaksana, serta ketepatan sasaran penerima
manfaat.

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan krusial
setelah suatu program dirumuskan. Mazmanian dan Sabatier dalam Anggara (2014)
menjelaskan bahwa implementasi mencakup tindakan nyata yang dijalankan oleh
pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi
yang efektif membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang komponen-komponen
kunci kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik.
Menurut Korten dalam Bahri, Sujanto, dan Madhakomala (2020), keberhasilan
implementasi kebijakan dapat diukur melalui tiga elemen utama: program yang
dirancang, organisasi pelaksana yang menjalankan, serta kesesuaian dengan
kelompok sasaran atau penerima manfaat.

Studi-studi sebelumnya telah memberikan landasan teoretis dan empiris yang
cukup signifikan terhadap kebijakan Padat Karya. Novanto dan Wibawani (2023)
serta Budiasa et al., (2019) mencatat bahwa implementasi Program Padat Karya
Tunai Desa (PKTD) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun
keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam keberlanjutan program. Di sisi
lain, Sesita dan Amin (2022) menemukan bahwa pelaksanaan PKTD masih
menghadapi tantangan teknis, seperti minimnya dukungan dari penyuluh lapangan
serta dampak cuaca ekstrem terhadap produktivitas sektor pertanian. Penelitian-
penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi
oleh faktor kapasitas organisasi dan konteks lokal, sehingga evaluasi program di
tingkat mikro menjadi penting.

Dalam situasi pascapandemi COVID-19, implementasi program padat karya
menjadi semakin relevan. Pandemi telah mendorong peningkatan pengangguran
secara drastis, terutama akibat pemutusan hubungan kerja di sektor formal (Dano et
al., 2022; Abdel-Rahman et al., 2023; Brown & Ciciurkaite, 2022; Dube et al., 2020;
Ferreira et al.,2024) maupun informal (Firman et al., 2023; Krisnandika et al., 2021;
Inah, 2023). Oleh karena itu, program padat karya tidak hanya dipandang sebagai
solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan
yang mengintegrasikan pemberdayaan sosial dan ekonomi (Erta et al., 2023;
Fadhilah & Wahyudi, 2023).

. Penekanan pada industri kreatif seperti batik, yang merupakan warisan
budaya nasional, menjadi strategi yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga
kultural (Leonard & Siwi, 2022; Hartono et al., 2022; Nasution, 2023; Yuniar, 2024;
Nisrina & Pratama, 2024).

Namun, masih terdapat kekosongan literatur mengenai efektivitas
implementasi program padat karya dalam konteks urban, khususnya di bidang
ekonomi kreatif seperti Kampung Batik. Sebagian besar studi cenderung fokus pada
wilayah perdesaan atau sektor infrastruktur, tanpa menggali aspek sosial,
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kelembagaan, dan budaya lokal yang turut memengaruhi capaian program.
Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut, dengan pendekatan
analitis berdasarkan model implementasi kebijakan David C. Korten guna
mengevaluasi sejauh mana efektivitas Program Padat Karya dalam mengurangi
pengangguran di kawasan urban seperti Kelurahan Gundih.

Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan
menganalisis implementasi Program Padat Karya di Kampung Batik Tin Gundih
berdasarkan tiga aspek utama yang diajukan oleh Korten, yakni kesesuaian program
dengan kebutuhan, efektivitas organisasi pelaksana, dan ketepatan sasaran
penerima manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis
dalam pengembangan model implementasi kebijakan berbasis komunitas serta
menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang
strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi program padat
karya dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kelurahan Gundih. Desain
penelitian ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
proses dan dampak pelaksanaan kebijakan padat karya yang dilaksanakan di daerah
tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis model implementasi
kebijakan padat karya dengan merujuk pada teori David C. Korten yang mencakup
tiga aspek utama: (1) Program, (2) Organisasi Pelaksana, dan (3) Pemanfaat/Sasaran
(Bahri et al., 2020). Penelitian ini melibatkan populasi yang terdiri dari pihak-pihak
yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut, dengan pemilihan
informan menggunakan teknik purposive sampling. Tiga informan utama yang
terlibat dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra)
Kelurahan Gundih, pengelola Kampung Batik Kelurahan Gundih, serta masyarakat
atau pengrajin batik yang merupakan sasaran dari program padat karya tersebut.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara
mendalam dengan informan terkait implementasi kebijakan, observasi langsung
terhadap pelaksanaan program di lapangan, serta dokumentasi yang mencakup
arsip, laporan kegiatan, dan dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh melalui
teknik-teknik ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh dari
wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari sumber
dokumentasi seperti arsip, berita, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.
Proses analisis data menggunakan model analisis kualitatif yang dikembangkan
oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan: data reduction
(pemilahan dan penyederhanaan data), data display (penyajian data dalam bentuk
yang mudah dipahami), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan
dan verifikasi hasil analisis).
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Hasil dan Pembahasan
1. Program

Menurut Korten kesesuaian antara program dan pemanfaatan, yaitu
kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan
oleh pemanfaat sebagai kelompok sasaran (Andani, Setyowati, & Amin, 2019).
Kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan
oleh pemanfaat disini yaitu apa yang ditawarkan oleh suatu program tersebut harus
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemanfaat. Pada fokus program ini
terdapat tiga sub fokus yakni adanya perencanaan, adanya tujuan, dan adanya
anggaran. Program disini berkaitan dengan sejauh mana rencana dan tujuan yang
terdapat dalam program ini dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di
Kelurahan Gundih.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kelurahan dan
pengelola kampung batik mendapatkan hasil bahwa program padat karya kampung
batik ini memiliki perencanaan program, tujuan program, dan adanya anggaran

yang digunakan dalam pelaksanaan program dimana pihak kelurahan mengatakan
“...tujuannya program inikan untuk mengangkat perekonomian masyarakat daripada mereka
berhadap sama BLT atau bantuan lainnya, dengan batik inikan paling nggak membantu mereka.
Dan untuk anggaran dalam program ini yaitu dari Dinsos...” (hasil wawancara 04 Juni 2024).

Meskipun dalam mencapai tujuan program padat karya ini masih mengalami
beberapa hambatan diantaranya mengenai proses pemasaran produk batiknya
selain itu hambatan yang dirasakan juga terkait anggaran dana yang diperuntukkan
untuk pelaksanaan proses padat karya.

Program Padat Karya bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan
kemiskinan dengan memberikan pekerjaan sementara melalui proyek yang
digerakkan oleh masyarakat, seperti produksi batik di Kampung Batik Tin Gundih.
Menurut model implementasi David C. Korten (Bahri et al., 2020), keberhasilan
sebuah program bergantung pada kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh
program dengan kebutuhan kelompok sasaran. Penelitian ini menemukan bahwa
program Padat Karya di Gundih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan
memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang menganggur, terutama dari
kalangan keluarga miskin. Namun, sebagaimana yang dijelaskan dalam oleh
Novanto & Wibawani (2023), program ini masih menghadapi hambatan, terutama
dalam hal pemasaran produk batik dan dukungan anggaran yang terbatas.
Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan program sudah
sesuai, akses pasar dan sumber daya finansial yang memadai tetap menjadi
tantangan yang perlu diatasi untuk keberlanjutan program.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan
peluang penghidupan bagi para peserta, hambatan terkait pemasaran produk batik
membatasi potensi program untuk berkembang lebih jauh. Krisnandika et al. (2021)
mencatat bahwa inisiatif serupa yang berfokus pada pengembangan keterampilan
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sering menghadapi kesulitan dalam berkembang tanpa strategi pasar yang efektif,
yang sejalan dengan temuan dalam penelitian ini.
2. Organisasi Pelaksana

Menurut Korten Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana,
yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan
organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana merupakan hal yang penting dalam
suatu program hal ini dikarenakan organisasi pelaksanaan yang memiliki tugas dan
tanggung jawab selama program itu berjalan. Pada fokus organisasi pelaksana ini
terdapat dua sub fokus yakni adanya tim pelaksana dalam menjalankan program
padat karya ini, dan adanya prosedur pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola kampung
batik mendapatkan hasil bahwa program padat karya kampung batik ini memiliki
tim pelaksana selama proses pelaksanaannya dalam mencapai tujuan program,

dimana pengelola kampung batik mengatakan
“...untuk pelaksanaan program kita memiliki tim pelaksana yang berisi ketua, wakil ketua, bagian
administrasi, bagian produksi, dan bagian pemasaran...” (hasil wawancara 04 Juni 2024).

Sedangkan untuk prosedur pelaksanaan dalam program ini awalnya
mengadakan pelatihan terlebih dahulu terhadap warga yang ingin mengikuti
kegiatan padat karya, setelah itu barulah terjun untuk melakukan produksi batik.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai organisasi pelaksana program padat
karya kampung batik di Kelurahan Gundih mendapatkan hasil bahwa program
padat karya kampung batik ini memiliki tim pelaksana yang terdiri dari ketua, wakil
ketua, bidang administrasi, bidang produksi, dan bidang pemasaran. Tujuan dari
adanya tim pelaksana dalam program padat karya adalah untuk memastikan bahwa
program ini mencapai hasil yang optimal dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi,
dan sosial. Selain itu, dalam prosedur pelaksanaan dalam program ini yakni
mengadakan kegiatan pelatihan membatik terlebih dahulu, kegiatan pelatihan
dilakukan di awal sebelum masyarakat diterjunkan untuk mengerjakan produksi
batik. Setelah diadakan pelatihan tersebut barulah masyarakat para pengrajin batik
mulai mengerjakan pesanan batik yang sudah masuk.

Program Padat Karya di Gundih didukung oleh tim yang terdiri dari
pengelola, staf administrasi, tim produksi, dan pemasaran. Penelitian ini
menemukan bahwa struktur organisasi yang jelas ini sangat penting untuk
keberhasilan program, karena memastikan bahwa setiap aspek—pelatihan,
produksi, dan pemasaran—ditangani oleh tim yang terkoordinasi. Pendekatan
terstruktur ini sejalan dengan Hertati & Arif (2018), yang berpendapat bahwa
pelaksanaan program yang efektif sangat bergantung pada pembagian tugas yang
jelas dan upaya koordinasi yang baik.

Namun, meskipun terdapat struktur yang jelas, penelitian ini menunjukkan
bahwa tantangan muncul ketika sumber daya, khususnya dalam hal pelatihan
pemasaran, tidak cukup memadai. Temuan ini sejalan dengan Novanto & Wibawani
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(2023) yang mencatat bahwa banyak program Padat Karya Tunai Desa menghadapi
kendala karena kapasitas organisasi pelaksana yang terbatas dalam menangani
tantangan tak terduga, seperti fluktuasi permintaan pasar dan masalah rantai
pasokan.
3. Kelompok Sasaran

Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu
kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh
output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran
program. Program harus sesuai dengan syarat dan kemampuan organisasi agar
dapat memberikan output yang sesuai. Fokus dalam kelompok sasaran ini yaitu
mengenai ketepatan sasaran program dan ketepatan sasaran program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan dan
pengelola kampung batik mendapatkan hasil bahwa program padat karya ini
dilaksanakan di kelurahan Gundih sudah tepat dimana program ini membawa
dampak yang positif bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat
“...untuk ketepatan sasarannya menurut saya sudah tepat ya mengingat masyarakat miskin yang
ada di kelurahan ini cukup banyak, tapi dengan adanya bantuan program ini bisa cukup
mengangkat sedikitlah dari yang lalu-lalu dari sebelum adanya program padat karya ini...” (hasil
wawancara 04 Juni 2024).

Selain itu untuk ketepatan sasaran juga sudah tepat hal ini dibuktikan
adanya antusias masyarakat dalam mengikuti program ini. Keberhasilan suatu
program sangat bergantung pada kesesuaian antara kelompok sasaran dan
organisasi pelaksana, yaitu kemampuan organisasi dalam menentukan syarat-syarat
yang sesuai dengan kemampuan kelompok sasaran. Penelitian ini menemukan
bahwa program Padat Karya di Kampung Batik Gundih telah tepat sasaran, dengan
banyak masyarakat yang antusias berpartisipasi dalam program ini. Hal ini sejalan
dengan Andani et al. (2019), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara tujuan program dengan
kemampuan dan kebutuhan kelompok sasaran.

Namun, seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, meskipun program ini
memberikan manfaat jangka pendek berupa penciptaan lapangan kerja, dampaknya
terhadap pemberdayaan ekonomi jangka panjang masih terbatas, terutama karena
kendala dalam pemasaran produk. Sofi (2020) mengungkapkan bahwa program
padat karya sering berhasil memberikan bantuan jangka pendek, tetapi menghadapi
kesulitan dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan tanpa adanya dukungan
pasar yang efektif.

Kesimpulan

Program Padat Karya di Kampung Batik Gundih merupakan inisiatif yang
menjanjikan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Surabaya.
Berdasarkan model implementasi kebijakan David C. Korten, penelitian ini
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menemukan bahwa meskipun program ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan didukung oleh struktur organisasi yang baik, masih terdapat
tantangan dalam pemasaran dan keberlanjutan ekonomi. Temuan ini
menggarisbawahi pentingnya memperhatikan akses pasar dan pelatihan
keterampilan yang lebih luas agar dampak jangka panjang dari program ini dapat
lebih maksimal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas
program Padat Karya, dibutuhkan perhatian lebih pada pengembangan
keterampilan pemasaran dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian,
keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penciptaan lapangan kerja
sementara, tetapi juga pada penciptaan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi
masyarakat di Kelurahan Gundih. Penelitian lebih lanjut sebaiknya berfokus pada
bagaimana program Padat Karya dapat mengintegrasikan praktik bisnis yang lebih
berkelanjutan dan mengembangkan strategi untuk memperluas pasar, sehingga bisa
memberikan pemberdayaan ekonomi yang lebih permanen bagi peserta program.
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